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UUD 1945: Wajib Belajar dan Pembiayaan
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 31   ayat 1

ayat 2

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional

ayat 4
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Pasal 34 ayat 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

UU 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 49   ayat 1
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

APBN untuk Pendidikan 2015-2024

390,1

370,8

406,1

431,7

460,3

473,7

479,6

480,3

552,1

665

Kemenkeu, 2016-2024 (Dalam Triliun) Seharusnya...

Diprioritaskan untuk menjawab amanat
UUD 1945 dan UU Sisdiknas
Prioritas lainnya:

Peningkatan akses:
Misalnya: naik kelas ke pendidikan
menengah dan tinggi

Peningkatan kualitas

Faktanya...

Pendidikan dasar tidak sepenuhnya
bebas biaya:

Kursi sekolah negeri tidak cukup,
sekolah swasta berbiaya (terjadi
diskriminasi akses wajib belajar)
Memicu polemik-kecurangan PPDB

Anggaran pendidikan TIDAK
diprioritaskan untuk penyelenggaraan
wajib belajar!

Sudah Melebihi Mandat Minimal
20% (APBN), Bagaimana Distribusi

Alokasinya?
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ANGGARAN
PENDIDIKAN

RP 665 TRILIUN
Transfer ke Daerah

Rp 346,56 Triliun

Belanja Pemerintah
Pusat

Rp 241 ,46 Triliun

Pembiayaan
Rp 77 Triliun

Kemendikbudristek
Rp 98,987 Triliun

Kemenag
Rp 62,3 Triliun

22 K/L lainnya 
Rp 32 Triliun

DAU dan DBH
Rp 212,177 Triliun

DAK
Rp 132,13 Triliun

Dana Abadi Penelitian
Rp 4 Triliun

Dana Abadi
Kebudayaan
Rp 2 Triliun

Dana Abadi
Pendidikan

Rp 15 Triliun
Dana Abadi PT

Rp 4 Triliun
Pembiayaan
Pendidikan

Rp 52 Triliun

DAK Fisik
Rp 15,82 Triliun

DAK Non Fisik
Rp 116,31 Triliun

BOS
Rp 59,49 Triliun

Tunjangan Guru ASN
Daerah Rp 56,65 Triliun

Bantuan Operasional
Penyelenggaraan

Museum dan Taman
Budaya Rp  169,97 Miliar

OTSUS
Rp 2,42 Triliun

DAU mencakup gaji
dan tunjangan

pegawai negeri di
daerah

Non K/L
Rp 47,31 Triliun

*Sumber: Lampiran VI Perpres 76/2023
Diantaranya:

PIP (Rp 13,49 Triliun)
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DUA PENGABAIAN (MENDASAR) UU SISDIKNAS:

Pendidikan dasar disertai pungutan biaya
Bukan karena anggaran tidak mencukupi, melainkan
penganggaran yang tidak didasarkan pada PRIORITAS UTAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN digunakan untuk
pembiayaan “PENDIDIKAN KEDINASAN”
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Pusat-Daerah:
Pusat: Asal memenuhi minimal 20%
Daerah: Masih banyak daerah yang belum memenuhi kewajiban 20%
APBD untuk pendidikan

Pusat:
Rp 80,17 Triliun (>12%) anggaran pendidikan yang dikelola
pemerintah pusat tersebar di 22 K/L dan Non K/L yang tidak
menyelenggarakan wajib belajar

Rp 32,8 Triliun di 22 K/L selain Kemendikbudristek dan Kemenag
Rp 47,3 Triliun untuk belanja Non K/L

Tidak hanya soal belanja pendidikan tidak prioritas, terjadi pula:
Pemborosan belanja anggaran negara
Ketidakadilan anggaran pendidikan pada kelompok rentan
Tidak sesuai kebutuhan
Korupsi

Catatan Atas Alokasi Anggaran Pendidikan (Min) 20%
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Top 10 Pengadaan Kemendikbudristek TA 2022 dan 2023
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

71 kasus
(185 Miliar)

51 kasus
(162,6 Miliar)

60 kasus
(81,8 Miliar)

49 kasus
(64,7 Miliar)

23 kasus
(40,87 Miliar)

29 kasus
(41,5 Miliar)

42 kasus
(63,4 Miliar)

40 kasus
(144,5 Miliar)

40 kasus
(132,5 Miliar)

Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan
oleh APH Pada 2015-2023

424 kasus dengan
potensi kerugian
negara Rp 916,87 Miliar
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Sumber: Tren Penindakan Korupsi
(ICW, 2016-2024)



Dari jumlah kasus yang ditindak APH:
Apa yang paling sering dikorupsi?

Dana BOS
Pengadaan Infrastruktur (Termasuk yang bersumber dari DAK fisik)
Pengadaan Non Infrastruktur (Barang)

Modus umum:
Kegiatan/ proyek/ laporan fiktif
Penyalahgunaan anggaran
Mark up
Pungli/ pemerasan

Dampak korupsi pendidikan:
Memperparah kemajuan pelayanan pendidikan, melanggengkan kesenjangan
akses-mutu pendidikan
Inefisiensi anggaran pendidikan

Kerugian negara, belanja tidak sesuai kebutuhan = belanja tidak bermanfaat
Berpotensi besar melahirkan generasi yang permisif terhadap korupsi

Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan
oleh APH Pada 2016-2023
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Proyek “Sekolah Merah Putih”
Kementerian PUPR (Satker
Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah I NTT)
senilai Rp 43 Miliar (18
sekolah)



JUDICIAL REVIEW
UU SISDIKNAS
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Latar Belakang

Kewajiban Konstitusional

UUD 1945 Pasal 31:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% darianggaran pendapatan dan
belanja negara serta darianggaran pendapatan dan belanja
daerahuntuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.

Pasal 34 UU Sisdiknas:
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya.”

PENDIDIKAN DASAR MASIH BERBAYAR!
Jadi, frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa

memungut biaya” dalam UU Sisdiknas telah menimbulkan
ketidakpastian hukum!
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Dalam keterangannya yang disampaikan di MK,
TERMOHON hanya menjelaskan perihal 20%
anggaran APBN untuk pendidikan (Pasal 31
ayat 3 UUD 1945).

TERMOHON belum menjelaskan pelaksanaan
kewajibannya atas pendidikan dasar yang
tanpa memungut biaya (Pasal 31 ayat 2 UUD
1945). 

Akibat dari pengabaian kewajiban pemerintah
untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun:

Masih tingginya jumlah anak usia sekolah SD
s/d SMP yang tidak bersekolah.

Perkembangan JR
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TERMOHON selalu berdalih bahwa anggaran TIDAK CUKUP untuk
memenuhi kewajibannya membiayai pendidikan dasar sesuai Pasal 31
ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas tentang pembiayaan
PENDIDIKAN DASAR.
Benarkah anggaran negara dan daerah tidak cukup?

Perkembangan JR
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...
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Evaluasi dan Pembenahan Penganggaran Pendidikan:
Audit menyeluruh anggaran fungsi pendidikan
Ada koordinasi terpusat mengenai perencanaan, pengelolaan, pengawasan,
dan evaluasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan. Persoalan dan
rekomendasi yang sama juga terkait anggaran pendidikan di daerah.
Menjadikan PENDIDIKAN DASAR (kewajiban konstitusional) sebagai
prioritas utama dan dilanjutkan ke PENDIDIKAN MENENGAH serta
PENDIDIKAN TINGGI
Memfokuskan penggunaan anggaran minimal 20% untuk pendidikan:
AKSES dan KUALITAS

Pembenahan mekanisme pengawasan oleh DPR RI dan DPRD
Meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengadaan pendidikan yang
partisipatif, transparan, dan akuntabel:

Optimalisasi peran publik untuk berpartisipasi mengawal pendidikan.

Rekomendasi
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